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BAT T
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Muasalah

Penegakkan atay pelaksanoan hukum bukan saja tanpeong jawab orang-orang
tertenty saja seperti serjana hukum, pejabat ataw penepak hukum lainnya tetapi
merupakan tanggung jawab seluruh lapisan misy arakat, schab hukum bukanlah
cemata-mata sekedar schagal pedoman untuk dibaca. dilihat atau diketahul saja,
mielainkan untuk dilaksanakan stau ditaati sehingpa terciptanya keadilan dalam hiduop
bermasyarakal.

Pelaksanaan hukum, khusesnya bukum perdsta materil yang dilanggar
schingoa ada pihak  yang  dirugikan  dan terjadiluh gangguan keseimbangan
kepentingan i dalam masyarakat, untuk mempertabankan hukem perdata materil
dalam hal ada tuntutzn hak diperiukan rangkaian peraturan hukum lain dissmping
hukum perdata materil itu sendiri, Peraturan hukum inilzh vang discbul dengan
hukem foemil ataw hukum acara perdata,

Dalam kesimpulan Rapat Ketja Nasional Mahkamah Agung di Yopyakaria
pada tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001 telah menghasilkan beberapa
rekomendasi, salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tersebut
merckomendasikan Pemberdayaan Lembaga Peradilan Tingkat Pertama dalam
menerapkan upaya perdamaian sebapaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan

Pasal 134 RBG yang berbunyi



I, Apabila pada hari vang telah ditentukan. kedua belah pihak hadir. maka
pengadilan  dengen perantara ketua  sidang berusaha memperdamaikan
mereka

2. lika perdamaisn tercapal pada wakiu persidangan.  dibuat suatu aku
perdamaian vang mana kedua belah pihak dibukum askan melaksanakon
perjanjian itu, akta perdamaian itu berkekuoatan dan dijelankan sebogm

putusan yvang biasa

L

Terhadap putusan scidemikian itu tidak dapat dimohonkan banding
4. Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pibak, diperlukan bantuan
seorang jury bahasa maka untuk it ditur peraturan pasal berikut.

Sejalan denpan Rapat Kerja Masional Mahkamah Agung i Yogyekarta
nada tanpgal 24 sampai dengan 27 Seplember 2001, maka Mahkamah Agung
mengeluackan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 201 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dalam bentuk mediasi.

Untuk menjalankan hukum formil ataun hukum acara perdata sebagaimana
mestinya yang telah ditentukan, maka hakim wajib untuk memperdamaikan para
nihak vanp hersengketa sesuai dengan prosedur vang telah telah ditentukan melalui
proses mediasi. Dalam Pasal 7 avat (1) Peraturan Mahkamah Agung Momor {1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan: “Pada hari sidang
vang telah ditentukan yang dihadiri kedua helah pihak, hakim mewajibkan para pihak

antuk menempuh mediasi.”



Mediasi merupakan upaye penvelesaion sengketa dengan melibatkan pilak
ketiza vang netral. vang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yung
membanty  pihak-pihak  vang bersengketa mencapai penvelesaian (solusi) yang
diterima oleh kedua belah pihak. Sebenarnva mediasi sulit didelnisikan Karcena
pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuon yang
berbeda-beda  sesuni dengan kepentingan mercka masing-masing.  Misalnya, di
heberapa negara, karena pemerintzhnya menvediakan dana untuk lembapa mediasi
bagi penyelesaian sengketa komersial, banyvak lembaga lain menyebut dirinya scbaga
lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya,
misalnva kensiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase,’

[ Indonesia sulit untuk mendapatkan pengaturan vange memadai (lengkap)
mengenai penyelesaian sengketa melalud Alternail Penyelesaon Sengheta (APS).
Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomore 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penvelesaian  Sengketa  disebutkan  babwa: “Alernatif Penyelesaian
Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atan beda pendapat melalui prosedur
vang disepakati oleh para pihak, vakni penyelesaien diluar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pemilaian ahli”

Penyeleasian sengketa melalui Alternatil Penyelesaian Sengketa (AFS) tidak
akan selalu menjamin hasil vang memuoskan bagi para pihak pihak yang bersengketa,

Artinva, tidak scmus kasus persenpketaan. meskipun memenuhi svarat untuk

! Gatot Sopmartone, Arbitrase Dan Medias DN Indonesa, lakarta, Gramedia Pustoka Utarma, 2006,Hal
2
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pengpunaan Allernatif Penyelesaian Sengkets (APS), harus selalu disclesaikun
melalui mekanisme Alernatil Penyelesaian Sengheta (APS)

Pasal 4 Pergturan Mahkamah Agung Nomor 00 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan: “Kecuali perkara yang diselusaikan
melalyi prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan alas
putusan Badan Penyelesaian Sengkets Konsumen, dan keberatan atas putusan Kamisi
Pengawas Persaingan Usaha, semus sengketa perdata vang digjukan ke Pengadilan
Tingkat Pertama Wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perduamaian
dengan bantuan mediator,”

Untuk menjamin kesuksesan pelasanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian
Senpketa (APS) Prasyarat vang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan { ey success

Factory ). Faktor-faktor tecsebut antara lain adalah:’

1. Sengketa masih dalam hatas wajar.
2. komitmen para pihak;

3. kebherlanjutan hubungan;

4,  keseimbangan hubungan:

5. keseimbangan posis IwWar-Imenawir;

6. prosesnya bersifat pribadi dan hasilnyva rahasia.

Keberadasn mediasi schagai salab satn bentuk  mekanisme  Altermnatif
Penyelesaian Sengketa (APS) bukan suat hal yang asing, karena cara penyelesaian
konflik ity merupakan bagian dari norma sosial yang hidup atau paling tidak, pernah
hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat ditclusori dari kenyataan bahwa kehidupan

masvarakat lebih berorientasi pada kescimbangan dan keharmonisan, vaiu intinva,

S Gatot Socmartono,ibid, bal b,



adalah bahwa semua orang merasa dibomati, diharaai, dan tidak ada yang dikalahkan
kepentingannya. MNanum, keseimbangan dan keharmonisan itw mengalami cros)
(pengikisan)  ketiks  proses  modemisasi  berlanpsung.  Modernizasio jugs
memperkenalkan cara penyelesaian konflik yvang prosedural, birekratis, dan atas dasar
menang-kalah, Konsekuensinya adalah. nilai keseimbangan dan keharmonisan
mengalami pengaburan dan bahkan cara pnyelesaian konflik yang baru ini jusiru,
pada sehapian kasus, telah meningkalkan intensitas konflik. Dengan kata lain, cara
baru yang madem telzh semakin membuka kesempatan terjadinya ketidubseimbangan
dan ketidakharmonisan.

Banvak kritik vang ditujuken kepada lembaga Peradilan, sebagai yang
lamban dan berbelit-befit dalam menyvelesaikan perkara yang digjukan kepada
lembaga Peradilan terschut. Kritik tersebut ada benarnya meskipun tidak sepenuhnya
henar, karena proses berperkara di Pengadilan haros mengikatl hukum acara perdata,
sehingga membutubkan  wakte, Oleh karena it perlu dicarikan  Allematif
Penyelesaian Sengketa (APS) di Pengadilan yang efekiif dan efisien serta para pihak
sama-spma merasa menanyg (win-win selurion), tidsk ads pibak  yang meraso
dikalshkan yang dikenal dengan mediasi.

Mediasi bukan merupakan proses perdamaian yang mursh dalam mencari
keadilan, tetapi merupakan proses vang penting dalam mencapai perdamaian tersebut.
Bertitik talak dari uraian diatas penulis ertarik untuk melakukan penelitian tentang

masalah lersebut dengan judul:



S PENYELESAIAN SENGEKETA PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
PADA PERKARA NO. IT/PDT.G/PNSLK DI PENGADILAN NEGERI
SOLOK.™
B. Perumusan Masalah
Bertitik tolak dan latar belakang permasalahan vang divraikan distas. agar
penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencopai wjuan. maka penulis membatasi
perumusan masalah sebapai berikut :
. Bagaimana  Proses  Pelakssnaan Mediasi pada perkare Mo
1 /PDT.G200B/PNSLK di Pengadilan Megeri Solok,
2. Bagaimana Peranan Medistor Dalam Proses Mediasi pada perkara No,
17/PDT.G2008/PR SLE di Pengadilan Neger Solok.
3. Kendala-kendala apa wvang timbuol dalam proses Mediasi pada perkara Ma,
[ POT.GR2O08/PN.SLE di Pengadilan legeri Solok
4, Bagaimana cara mengatasi kendala yang ditemui oleh pars pihak di dalam proses

Mediasi pada perkara Mo, 17/POT.GRO08/PNSLK di Pengadilan Megeri Solok.

=

. Tujuan Penclitian
Untuk menjawab perumusan masalah di atas. maka tujuan dari dilakukan
penelitian pade Pengadilan MNegeri Solok adalah ;
I, Uniuk  mengetahui  proses  pelsksanasn mediasi pada perkara Mo
I T/PDT.GR2008PMN.SLK di Pengadilan Meperi Salok.
2. Untuk mengetahui perznan mediator dalam proses mediasi pads perkara Moo

17PDT.G2MEPH.SLE di Penpadilan Megeri Solok,



b1,

[

BAB IV
KESIMPTULAN DDAN SARAN
KESIMPULAN

Proses pelaksanaan mediasi pada perkara perdat Mo, [ TPDT.GROOBFNSLE
di Penpadilan Negeri Solok vang terdin dan:

Tahap Pramediasi

Tahap Medias

Peranan  mediator  dalam proses mediasi pada perkora Mo
| HPDT.G2008/PN, SLEK di Pengadilan Negeri Solok adalah sebugai berikut
mengidentifikasi masalah serta Kepentingan-kepentingan kritis para pihak yang
hersenzketa

menyusun agenda dalam proses mediasi,

membanty  para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciplskan
pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Kendala-kendala vang  ditemuoi dalam  proses  Mediasi pada perkara Mo,
| TPOT.GR2008PN SLE di Pengadilan Negeri Salok

Hakim mediator vang ada di Penpadilan Neperi Solok belum ada yang
mempunyai serifikat mediator.

Sulitnva mediator memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak
vanp bersengketa guna untuk menemukan titik temu dari permasalaban tersebut,
karema para pihak vang bersengketa tetap tegeh kepada pendapatnya masing-

MEsIng.
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Cara mengatasi kendalza vang ditemui oleh para pihak di dalam proses Mediasi
pada perkara No. 17/PDT.GR2008/PN.SLE Ji Pengadilan Megeri Solak.

Cara mengatasinya diperlukan peran mahkamah agung dalam mensosialisasikan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor OF Tahon 2008 eniang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. sema memberi pelatiban vang khusus menpenai mediator dalam
proses mediasi di "engadilan.

Cara mengatasi kendala tersebut Mediator dapat memberikan penjelasan kepada
pard pihak vang bersengheta mengenai konsekuensi jika damai gapgal karena bisa
merusak hubunpan kekeluargean antare para pibak yvang bersengketa, memakan
waktu vang lama jika damai ini gegal serta mengeluarkan biaya vang cukup
banyak yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengheta.

SARAN

Mahkamah Apung Republik Indonesia agar selalu mengadakan pelatihan dan
pendadikan mediator terhadap proses mediasi kepada seluruh Hakim yvang ada di
Pengadilan seluruh Indonesia, supava dapat menemukan fommat proses medias
yang sesuai dengan kondisi wilavah hukum masing-masing para hakim.

Pada umumnya para hakim mediztor 47 Pengadilan Negeri Sclok  belum
mempunya sertifikat mediator serta pelatiban mediator dalam proses mediasi
dipengadilan, aleh karenz it hendaklah Mahkamah Agung membentuk lembaga
utituk pelatiban dan pendidikan mediator di setiap Provinsi di seluruh Indonesia
puna mempermudah para hakim melaskukan pelatihan dan pendidikan mediator

serta mendapatkan sertifikat mediator.
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